BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terdeteksi keberadaanya di negeri Tirai Bambu pada bulan Desember
2019, Covid-19 kini telah berubah menjadi pandemi yang terjadi di seluruh dunia.
Terdeteksi keberadaan mulanya pada 2 Maret 2020 di Indonesia, kini hingga
memasuki akhir tahun 2021 kita masih hidup berdampingan dengannya suka tidak
suka. Berdasarkan data terupdate yang didapatkan oleh Satuan Tugas Penanganan
Covid-19, hingga per 27 Agustus 2021 terkonfirmasi pasien positif baru sebanyak

12.618 kasus yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia.*

Kasus meningkatnya Covid-19 tentu saja mengakibatkan seluruh aspek
kehidupan masyarakat menjadi terganggu, mulai dari sektor ekonomi, sosial,
budaya, kesehatan, dan berbagai sektor kehidupan lainnya. Betapa tidak, beberapa
kebijakan pemerintah baik pusat dan daerah memaksakan masyarakat untuk tetap
di rumah saja mematuhi aturan untuk mengetatkan kesehatan. Pembatasan Sosial
Berskala Besar atau PSBB pun menjadi salah satu strategi pemangku kebijakan

guna menekan kasus positif penyebaran virus Covid-19.

! Haryanti Puspa Sari, “Update: Sebaran 12.618 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia,
Tertinggi di Jawa Timur,” Kompas.com (Jakarta, 2021),
https://nasional.kompas.com/read/2021/08/27/16580071/update-sebaran-12618-kasus-harian-
covid-19-di-indonesia-tertinggi-di-jawa?page=all. Dilihat pada tanggal 28 September 2021.



Pertambahan jumlah kasus yang tak kunjung mereda menggambarkan
bagaimana kompleksitas permasalahan yang dihadapi negeri ini. Dikatakan
kondiskompleks karena mengakibatkan persoalan yang multi-dimensional.
Bermula dari Kota Jakarta sebagai episentrum penyebaran Covid-19, hingga saat

ini keberadaannya nyaris menyeluruh di 34 provinsi di Indonesia.

Persoalan yang sama juga terjadi di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan
informasi yang diperoleh dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kepulauan
Riau terhitung pada tanggal 20 September 2021, jumlah kasus konfirmasi
mencapai 53.392 kasus. Dari banyaknya jumlah angka kasus di atas, persoalan
sama jua menimpa Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang tercatat menjadi kota

kedua terbanyak orang yang terkonfirmasi positif covid-19 setelah Kota Batam.?

Berbagai bentuk penanganan pun telah dilaksanakan guna menghadapi
pandemi di tengah kehidupan sosial bermasyarakat, termasuk dari aspek regulasi
dalam rangka menekan penyebaran jumlah kasus Covid-19. Salah satunya adalah
dengan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor:
440/612/BPBD-SET/2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan, Kesiapsiagaan,
dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Wilayah
Provinsi Kepulauan Riau. Pada prinsipnya, berdasarkan Surat Edaran Gubernur
Kepulauan Riau per tanggal 20 April 2020 tersebut, Gubernur menghimbau
kepada seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan upaya tindakan kewaspadaan

diri, kesiapsiagaan, dan pencegahan dengan mempedomani beberapa hal yang

% Gugus Covid-19 Kepri Tugas, “Statistik Data Kasus Covid-19 per 20 September 2021,”
Gugus Tugas Covid-19 Kepri (Tanjungpinang, September 2021),
https://corona.kepriprov.go.id/data. Dilihat pada tanggal 21 September 2021.



telah ditentukan. Diantaranya adalah dengan pelarangan keluar rumah kecuali
apabila terdapat kepentingan yang sangat mendesak dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan, mengadakan pemantauan terhadap mobilitas warga serta
Aparatur Sipil Negara di daerah masing-masing, agar tidak melakukan mudik ke
kampung halaman, pembatasan jam operasioanl pusat perbelanjaan/mall/pasar

modern dan beberapa pedoman lainnya.®

Praktis setelah menjalani dan melewati 3 (tiga) bulan situasi dan komdisi
tanggap darurat dan PSBB, pemerintah akhirnya mencoba pelaksanaan hidup
normal baru (new normal) dan mengendurkan sistem PSBB. Terhitung 28 Mei
2020 Pemerintah Pusat melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Bappenas dalam jumpa pers dengan Retno Marsudi selaku Menteri Luar
Negeri serta Tim Pakar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 menjelaskan
berkaitan Protokol Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19 menuju Normal
Baru (new normal), hidup bersama Covid-19 secara berdampingan. Pemerintah

selanjutnya menyebut dengan istilah ‘Penyesuaian PSBB’.*

Dalam rangka mendukung realisasi kehidupan new normal atau tananan
kehidupan baru, pemerintah Kota Tanjungpinang juga secara resmi telah
menerapkan aturan yang senada dengan kebijakan di atasnya, yang kemudian
dijelaskan dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020

tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagali

% Surat Edaran Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 440/612/BPBD-SET/2020 Tentang
Peningkatan Kewaspadaan, Kesiapsiagaan, dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease
2019 (Covid-19) di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau per tanggal 20 April 2020.

4 Muhyiddin, “Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia,”
Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning. Vol. 4,
No. 2 (2020). HIm. 246.



Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota
Tanjungpinang. Dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) dalam peraturan ini, bahwa

tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:®

a. memberikan perlindungan bagi masyarakat Kota Tanjungpinang dari
penyebaran dan penularan Covid-19;

b. meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Tanjungpinang terhadap
bahaya penyebaran Covid-19; dan

c. meningkatkan kepatuhan masyarakat Kota Tanjungpinang untuk
menerapkan protokol kesehatan dalam upaya penyebaran Covid-19.

Beberapa regulasi sudah dikeluarkan guna mengantisipasi penyebarluasan
cluster Covid-19, mode transportasi penerbangan udara juga tidak luput dari
penyesuaian kondisi saat ini. Berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kementerian
Perhubungan RI yakni dengan penerbitan Surat Edaran Nomor 45 Tahun 2021
tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan
Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
disebutkan dalam angka 5 huruf c point 2, bahwa ketentuan perjalanan
orang/penumpang dalam negeri dengan transportasi udara dalam masa pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yakni wajib memenuhi persyaratan
kesehatan berupa menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang
sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau hasil negatif
rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam

sebelum keberangkatan.®

*Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 44 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya
Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kota Tanjungpinang.

®Ketentuan Surat Edaran Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan
Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019
(Covid-19).



Praktiknya di lapangan ternyata tidak semua pihak patuh terhadap aturan
yang berlaku. Beberapa kasus ditemui oknum tidak bertanggung jawab melakukan
pemalsuan surat kesehatan sebagaimana yang telah ditentukan. Padahal,
penerapan kewajiban kepada masyarakat agar memiliki dan menunjukkan surat
keterangan rapid test ketika hendak bepergian atau melakukan perjalanan ke luar
kota, selain bertujuan untuk mencegah penyebaran corona virus, juga untuk

mengetahui dan mencegah jika seseorang terpapar virus corona atau tidak.

Persoalan terhadap pemalsuan surat bebas Covid-19 kemudian juga terjadi
di Kota Tanjungpinang. Dilansir dari Elshinta.com, Polres Tanjungpinang, Polda
Kepulauan Riau (Kepri) mengamankan seorang pelaku pemalsuan surat tes usap
antigen COVID-19 di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang. Kasat
Reskrim Polres Tanjungpinang mengatakan bahwa kasus ini berawal dari laporan
Klinik Riski yang menyatakan bahwa warga yang domisili Jakarta telah
memalsukan surat tes usap antigen untuk keperluan berangkat ke Jakarta. Setelah
dilakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan pihak Bandara RHF, pelaku

kemudian diamankan saat hendak terbang ke Jakarta.’

Hukum positif Indonesia pada dasarnya sudah mengatur tentang tindak
pidana pemalsuan surat yang kemudian tertuang dalam Pasal 263 hingga Pasal
276 KUHP. Aturan Pasal 263 KUHP adalah usaha untuk melindungi publica fides
atau kepercayaan umum Kkepada penerima surat. Rumusan tindak pidana

pemalsuan surat tertuang dalam Pasal 263 KUHP telah menjelaskan dengan

" “Polres Tanjungpinang Amankan Pelaku Pemalsuan Surat Tes Usap Antigen,”

Elshinta.com (Tanjungpinang, 2021), https://www.elshinta.com/news/239347/2021/07/07/polres-
tanjungpinang-amankan-pelaku-pemalsuan-surat-tes-usap-antigen. Dilihat pada tanggal 25
September 2021.



gamblang dan jelas terhadap konsekuensi yang ditimbulkan terhadap perbuatan
pidana yang telah dilakukan, dengan atau tanpa menyebutkan perbuatan tertentu
itu diperbuat.® Adapun akibat tersebut adalah bisa menyebabkan kerugian, dan
Pasal 263 KUHP telah menyebutkan bahwa, setiap orang dapat diancam dengan
pidana jika perbuatannya tersbeut menimbulkan potensi kerugian dikemudian

hari.

Kerugian merupakan unsur atau hal esesnsial yang termuat pada rumusan
delik pemalsuan surat yang wajib dibuktikan. Apabila tidak terpenuhi, maka
perbuatan akan dikatakan dan dinilai tidak terjadi.” Hal yang sama juga berlaku
dalam kasus pemalsuan surat keterangan kesehatan sebagai syarat dalam
melakukan perjalan sebagaimana contoh kasus yang telah disebutkan. Pemalsuan
surat keterangan kesehatan bebas covid-19 adalah tindakan pidana yang
belakangan ini marak terjadi. Dan pada dasarnya, pemalsuan ini adalah wujud

tindak pidana atau tindakan yang melanggar kepentingan yang sah.'

Beranjak dari konstruksi permalasahan tersebut, penulis berkeinginan
untuk mengambil dan mengangkat dengan judul penelitian “Tinjauan
Kriminologi Pemalsuan Surat Keterangan Medis Sebagai Syarat Perjalanan

di Masa Pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang”

® Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). HIm. 107.

® Wayan Santoso, “Interpretasi Kerugian Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat,” Jurnal
Magister Hukum Udayana. Vol. 5, No. 1 (2016). Him. 2.

1% Kadek Suar Pura Dana,dkk “Sanksi Pidana Terhadap Tenaga Medis Yang Melakukan
Pemalsuan Surat Keterangan Rapid Test Covid 19,” Jurnal Interpretasi Hukum. Vol 2, No. 1
(2021). Him. 54.



1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian latar belakang di atas, maka pembahasan pada usulan

penelitian ini dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat
keterangan medis sebagai syarat perjalanan di masa pandemi Covid-19
di Kota Tanjungpinang?

2. Apa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi terjadinya
tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis sebagai syarat

perjalanan di masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai
berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Demikian halnya dengan usulan

penelitian ini yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Guna mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana
pemalsuan surat keterangan medis sebagai syarat perjalanan di masa
pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

2. Guna mengetahui upaya yang bisa dilakukan dalam menanggulangi
terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan medis sebagai

syarat perjalanan di masa pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.



1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian ini dikelompokan menjadi 2

(dua) bagian sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dari segi teoritis yakni memberikan pengetahuan
dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang menyebabkan tumbulnya tindak
pidana pemalsuan surat keterangan medis sebagai syarat perjalanan pada masa
pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang. Berikutnya penelitian ini diharapkan
bisa memberikan nilai manfaat berupa pemahaman terhadap langkah yang bisa
ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak
pidana pemalsuan surat keterangan medis sebagai syarat perjalanan di masa

pandemi Covid-19 di Kota Tanjungpinang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Hasil akhir penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi
dalam pelaksanaan hukum di Indonesia. Selain itu, secara akademis diharapkan
bisa menjadi manfaat bagi peneliti lainnya dalam pengembangan ilmu dan

penelitian objek serupa yang lebih spesifik bagi pembaca dan masyarakat umum.



